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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TARIF JUAL

BELI AIR PDAM DI PONDOK BENOWO INDAH KECAMATAN PAKAL

SURABAYA

Bab ini merupakan puncak pembahasan dari penulis. Penulis akan

menganalisis tentang praktek jual beli beserta penerapan tarif jual beli air

PDAM di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek dan Penerapan Tarif Jual

Beli Air PDAM di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Air PDAM

Bahwasanya rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. akad (ija>b qabu>l),

2. orang yang berakad (penjual dan pembeli),

3. dan ma’qu>d ‘alaih (objek akad).

Sedangkan shighat akad jual beli, terdapat beberapa cara, yaitu:

a. Lisan, yaitu menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-

kata. Aqad dipandang telah jadi apabila ija>b dan qabu>l

dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan

b. Tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara melalui surat

yang dibawa seorang utusan/melalui pos apabila kedua belah

pihak yang mengadakan perjanjian tidak ada di satu tempat



digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

59

c. Isyarat, yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan

ija>b qabu>l dengan perkataan karena bisu, dia juga tidak bisa

nulis karena bodoh, akad dapat terjadi dengan isyarat.

d. Perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang

dibelinya.50

Dalam hal ini akad yang dilakukan oleh PDAM Kota Surabaya

adalah sesuai dengan cara akad yang kedua, yaitu dengan tulisan.Akad

tulisan tersebut juga dicantumkan dalam surat perjanjian tentang

hakdan kewajiban antara pihak PDAM dan pelanggan. PDAM

memperoleh hakpembayaran dari pelanggan melalui rekening air yang

telah ditentukan, begitu juga dengan konsumen harus melaksanakan

kewajibannya untuk membayar jumlah tagihan air yang dicantumkan

dalam rekening air, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan

pelayanan sebaik-baiknya dari pihak PDAM Kota Surabaya. Akad

dengan tulisan disyaratkan harus mengandung kata/peristiwa yang

menunjukkan adanya transaksi jual beli. Bentuk ijabnya adalah “Aku

telah jual” yang merupakan perkataan dari pihak penjual dan “Aku

telah beli” yang merupakan perkataan dari pihak pembeli.

Menurut penulis akad tulisan yang dilakukan oleh Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Surabaya dalam pendistribusian dagangannya

(berupa air) kepada para pembeli (pelanggan)nya sudah memenuhi

50Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),(Yogyakarta,UII
Press, 2000), 65.
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syarat ini. Hal ini bias dilihat dari proses pendaftaran seseorang untuk

menjadi pelanggan (yang merupakan pihak pembeli) dan pelayanan

dari pihak petugas/karyawan perusahaan (yang merupakan pihak

penjual). Sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab III dalam

“Praktek Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Surabaya”.

Akad yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Surabaya (sebagaimana penulis tuturkan dalam bab III), jelas-jelas

menyebutkan kesepakatan-kesepakatan yang mereka setujui sehingga

tidak ada perselisihan maupun salah faham, baik dari pihak perusahaan

sebagai penjual dan pelanggan sebagai pihak pembeli, karena jual beli

harus didasarkan atas rasa suka sama suka. Sebagaimana firman Allah

SWT Q.S.An-Nisa’ ayat 29:

نكُمْ وَ نُ تجَِارةًَ تَكُوْ نْ لاَّ اَ اِ  انَْـفُسَكُمْ وْ لُ تَـقْت ـُلاَ عَنْ تَـراَضِ مِّ
…. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu…51

Walaupun pada dasarnya segala sesuatu sesuatu (termasuk di

dalamnya adalah mu’amalat/jual beli) adalah hukumnya boleh

(mubah), tapi ada pengecualiannya, yaitu hal-hal yang telah

ditentukan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, sebagaimana kaidah Ushul

Fiqh :

هُُ ىمَاكَانحََ عَلَ الأَْصْلُبـَقَاءُمَاكَان ـَ تَّىيَثْبُتَمَايُـغَيرِّ

51Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 83.
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Artinya:“Asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut
keadaan semula,sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang
mengubahnya”.52

Analisis mengenai sighat ini cukup panjang dan bisa diambil

kesimpulan bahwa shighat yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah

Air Minum Kota Surabaya bersama para pelanggannya, menurut

penulis adalah sesuai dengan aturan Islam (sah).

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai

berikut :

1. Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad

orang gila, anak kecil, dan orang bodoh, sebab mereka tidak

pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu orang gila, anak

kecil, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun

miliknya.

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk benda-benda tertentu.

3. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Kalau ada transaksi jual beli dilakukan dengan adanya

keterpaksaan atau ancaman-ancaman sehingga hal itu memaksa salah

satu atau bahkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi,

tentulah transaksi itu tidak sah.

Menurut penulis, Seluruh pegawai/karyawan dari Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya beserta para

pelanggannya telah memenuhi syarat hukum Islam bagi pihak-pihak

52Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, ( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2000), 36.
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yang melakukan jual beli. Mereka semua berakal, melakukan transaksi

atas kehendak sendiri (tidak terpaksa), kedua pihak sudah baligh.

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan  ialah sebagai berikut:

1. Barang harus suci/bersih

Barang yang diperdagangkan oleh Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Surabaya adalah air bersih. Air yang

dijual adalah air bersih yang telah mendapatkan ijin dari

Departemen Kesehatan setelah adanya pengetesan dan

selanjutnya selalu diawasi kebersihan dan kelayakannya untuk

pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat. Air tersebut

juga suci dari najis. Jadi, syarat bersih ini pun telah terpenuhi.

2. Barang yang dimanfaatkan

Air yang dijual oleh Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

karena manfaatnya banyak sekali. Air bermanfaat untuk

memenuhi banyak kebutuhan, seperti minum,mandi,mencuci,

masak, dll. Maka manfaat dari air tersebut sudah memenuhi

syarat.

3. Barang yang merupakan hak milik/hak dari wakil yang

diserahi wewenang untuk menjualnya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya

merupakan barang dagangan yang dimiliki pemerintah daerah.

Usaha itu diserahkan kepada wakilnya (para pegawai dan
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karyawan) untuk mendistribusikan kepada para konsumen.

Jadi, syarat ini pun terpenuhi.

4. Barang yang memungkinkan untuk diserahkan.

Air yang diperjualbelikan oleh Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Surabaya sangat mungkin untuk

diserahterimakan. Air dialirkan melalui saluran-saluran

(pralon-pralon) menuju rumah-rumah (tempat-tempat) para

pelanggan, dan para pelanggan menerima air tersebut di tempat

penampungan air mereka masing-masing. Syarat serah terima

dapat dipenuhi.

5. Barang yang dapat diketahui

Air bisa diketahui berapa banyaknya. Di Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya, berapa jumlah air

bisa diketahui dengan istilah “Meteran”. Pelaksanaan

penghitungannya dengan komputerisasi, sehinggakecil sekali

adanya kesalahan yang akan terjadi.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan

Air yang dijual oleh Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Surabaya jelas ada di tangan. Air yang

diperjualbelikan ada dalam kekuasaan pemerintah daerah yang

mengadakan usaha PDAM itu. Air itu merupakan air yang

didayakan kebersihannya oleh pemerintah daerah.
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Maka Penulis berpendapat, bahwasanya dari semua kriteria

tersebut, barang yang diperjualbelikan oleh PDAM Kota Surabaya

kepada pelanggan telah memenuhi syarat yang disebutkan diatas.

Dengan melihat kebenaran keterangan di atas, bahwa apa yang

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya terhadap

para pelanggannya dalam bentuk jual beli, dalam aplikasinya tidak

menyimpang dari sistem ekonomi Islam.

Dalam jual beli air PDAM tersebut terdapat sewa-menyewa

antara pihak PDAM dengan pelanggaan, seperti menyewa pipa,

meteran, dan lain-lain.

Rukun ijarah ada empat, yaitu :

a. Orang yang berakad (’a>qid)

b. Sighat akad

c. Ujrah

d. Manfaat

Sedangkan syarat sah ija>rah adalah Keabsahan ijarah yang

berkaitan dengan ’a>qid (orang yang akad), ma’qu>d ’alaih (barang

yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-‘aqd),

yaitu :

1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.

2) Ma’qu>d ’alaih bermanfaat dengan jelas.
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Diantara cara untuk mengetahu ma’qud ’alaih (barang) adalah

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa

seseorang.

Menurut penulis sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak

PDAM dengan pelanggan sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya

ijarah. Dalam hal ini sewa menyewa tersebut adalahsah, karena ada

timbal balik dari pihak PDAM dengan pelanggan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air

PDAM

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al ‘a>dl) termasuk juga

dalam menentukan harga. Harga dalam Islam ada dua macam yaitu :

harga yang adil dan disukai, dan harga yang tidak adil dan terlarang.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar

dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus

dilakukan  pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari

komitmen syari’ah Islam terhadap keadlian yang menyeluruh. Secara

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan

eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan

menguntungkan pihak yang lain.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan
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pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang

dibayarkannya.

Dalam Islam tidak diperbolehkan dalam menetukan harga. Para

ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat

adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang

merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan

diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama

madhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang

yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan

dikatakan kepadanya, “Juallah seperti orang lain menjual”. Apabila

tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan

penghuni pasar”.53

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari

mazhab Hambali menuliskan bahwasanya imam (pemimpin

pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi

penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga

berapapun yang mereka mau. Para ulama’ dari mazhab Syafi’I juga

memiliki pendapat yang sama.

Penetapan harga memang membahayakan, bahkan termasuk

sangat membahayakan umat dalam segala keadaan, baik dalam

keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut

53Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar), 229-230.
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menyebabkan kerusakan dan memperngaruhi produksi, bahkan juga

dapat menyebabkan (resesi) ekonomi.

Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaklah tidak

bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman,

penimbunan, dan kompetisi tidak sehat. Prinsip dasar Islam adalah

mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan

menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyaratkannya

hokum Islam adalah dalam rangka memelihara agama (hifzu ad-din),

memelihara jiwa (hifzu nafsi). maka ketika bertransaksi juga harus

dilandasi saling meridhai, yang dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 29

عَنْ تَـراَضٍ نُ تجَِارةًَ تَكُوْ نْ لاَّ اَ اِ 

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka
sama suka diantara kamu” (An-Nisa:29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencari keuntungan

dengan cara bathil, melainkan dilakukan dengan cara suka sama suka,

mengambil harta dengan cara haram, yakni mengambil dengan unsur

penipuan, berlebih-lebihlah (isrāf) dalam memperoleh kekayaan.

Islam juga tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang

dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang

merasa kesulitandalam mendapatkan suatu barang.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam

menerapkan tarif yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada

Surabaya bertentangan dengan Islam karena dalam menerapkan tarif
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jual beli air PDAM tersebut merugikan salah satu pihak (pelanggan),

yaitu setiap pemakai air PDAM tersebut membayar 3 meter kubik atau

Rp 3.000 pemakaian air yang tidak pernah mereka pakai. Jadi bukan

hanya satu atau dua rumah saja yang membayar 3 meter kubik atau

Rp. 3.000, melainkan hampir semua rumah membayar uang Rp. 3000

untuk pemakaian air yang tidak pernah mereka pakai. Seharusnya

pelanggan membayar sesuai dengan pemakaian airnya, sehingga tidak

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (pelanggan).


